PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR:     02    TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
	Menimbang
	:
	a. Bahwa di pantai selatan Kabupaten Bantul mempunyai kandungan potensi ikan yang tinggi, sehingga untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan sekaligus kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnyaa serta memasukkan PAD, perlu diadakan pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap para nelayan agar proses penjualan hasil tangkapan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di wilayah Kabupaten bantul;

b. Bahwa untuk lebih menjamin kelancaran ketertiban dan kelangsungan penjualan ikan di TPI perlu diatur dengan Peraturan Daerah (Perda);

c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b sebagaimana  tersebut diatas maka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi TPI di Kabupaten Bantul.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  1950 tentang  Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 No. 12, 13, 14, 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 59);
2.  Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209);
3.  Undang-Undang Nomor  18 Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1999  tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3848);
5. Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2000  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4048);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun  1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7.   Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23  Tahun 1986  tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerinatah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.   Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor  171 Tahun 1997  tentang  Prosedur Pengesahan Pemerintah Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 27 Tahun 2000  tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BANTUL.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bantul;
5. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan;
8. Retribusi Temapat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian atau seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan;
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

11. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

BAB II
TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan lelang di TPI

b. Memperlancar pelaksanaan lelang

c. Mengusahakan stabilitas harga ikan

d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Bagian Kedua

Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala perlengkapannya yang terletak di Pandansimo, Kwaru, Samas, Depok, dan Mancingan

(2) Penyediaan TPI sebagaimana dinaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah Bupati mendapat saran dari Dinas Teknis

BAB III
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan yang obyek retribusi adalah kegiatan pelelangan ikan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa TPI.

Pasal 5
Obyek Retribusi adalah Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 6
Subyek Retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

BAB IV
TATA CARA PELELANGAN

Pasal 7
(1) Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka diantara pihak penjual dan pembeli

(2) Penyelenggaraan pelaksanaan lelang diserahkan kepada kelompok nelayan dalam bentuk koperasi
(3) Penanggungjawab penyelenggaraan pelelangan ikan ditentukan kemudian oleh Bupati:

      - Kasi UPTD TPI

Pasal 8
(1) Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat yaitu harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi
(2) Pembeli harus membayar lunas kepada penyelenggara lelang segera setelah pelaksanaan lelang selesai, kecuali telah diadakan perjanjian terlebih dahulu dengan penyelenggara lelang

(3) Penyelenggara lelang harus membayar lunas semua harga transaksi penjualan kepada penjual segera setelah pelaksanaan lelang selesai setelah dikurangi biaya penyelenggaraan lelang

Pasal 9
Yang diperbolehkan mengikuti lelang adalah pembeli yang terdaftar pada penyelenggara lelang dan atau pembeli yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI DAN PUNGUTAN

Pasal 10
(1) Retribusi lelang ditetpkan sebesar 5 % (Lima per seratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan perincian sebagai berikut:

a. Pihak penjual sebesar 2 % ( dua per seratus)

b. Pihak pembeli sebesar 2 % (dua per seratus)

c. Pihak nelayan sebesar 1 % (satu per seratus)
(2) Hasil pungutan biaya lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Untuk  kontribusi ke Pemda sebesar  1,5 % (Satu koma lima per seratus)

b. Untuk biaya penyelenggaraan lelang sebesar 0,5 % (Nol koma lima per seratus)

c. Untuk biaya pengawasan dan pengendalian sebesar 0,5 % (Nol koma lima per seratus)

d. Untuk tabungan nelayan sebesar 1,0 % (Satu per seratus)

e. Untuk dana paceklik sebesar 0,5 % (Nol koma lima perseratus).

f. Untuk dana social sebesar 1,0 % (Satu per seratus)

(3) Penyelenggara lelang dengan dalih apapun dilarang menambah pungutan lain yang tidak sah baik kepada nelayan, penjual maupun pembeli.
(4) Tata cara pungutan dan penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) ayat ini diatur oleh Bupati.
Pasal 11
Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal dan peraturan daerah ini disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul selaku pemegang kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANA

Pasal 12
Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati
BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dan Peraturan Daerah ini diancam dengan cara pidana kurungan  se-lamanya 4 (empat) bulan aatau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 14
Selain oleh Pejabat POLRI, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana pasal dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan tugas dan wewenangnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
Tugas dan wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang probadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibudang retribusi Daerah;

d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
e. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa tersangka atau saksi;

j. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi Daerah.

k. Menghentikan penyidikan;

l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul







Ditetapkan di Bantul








Pada tanggal:                     2007







BUPATI BANTUL








M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD. Bsc.,MMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI       NOMOR       TAHUN 2007

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR……………….. TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain memandang perlu untuk memperbaiki mutu makanan masyarakat dengan meningkatkan konsumsi ikan yang merupakan sumber protein hewani.

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang bermutu tinggi, yang selain menjadi sumber pendapatan nelayan, juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah apabila dikelola dengan baik.
Sampai saat ini protein ikan yang banyak terdapat disepanjang perairan pantai Kabupaten Bantul belum dapat dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberi kontribusi yang memadai bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mempunyai kewenangan untuk mengelola sendiri kekayaan laut tersebut tanpa harus menunggu adanya penyerahan secara aktif dari Pemerintah.
Dengan telah dibangunnya Tempat Pelelangan Ikan, maka untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan  masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, perlu diusahakan terjaminnya kelancaran, ketertiban dan kelangsungan pelaksanaan pelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Bantul.
Untuk lebih terjamin kelancaran, ketertiban dan kelangsungan pelaksanaan pelengan ikan tersebut perlu diatur tatacara pelaksanaan pelelangan, besarnya retribusi maupun pungutan lainnya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1 huruf a sampai dengan h
	:
	Cukup jelas

	            huruf i
	:
	Yang dimaksud dengan semua jenis ikan dan semua Biota perairan adalah:

1) Pisces (ikan bersirip);
2) Crustace (udang, rajungan kepiting dan sejenisnya;
3) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, siput, gurita dan sejenisnya;
4) Coelenterata (ubur-ubur dan sejenisnya);

5) Echinodermata (tripang, bulu babi dan sejenisnya);

6) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sejenisnya);

7) Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sejenisnya);

8) Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup didalam air);

9) Biota perairan lainnya.


	Pasal 2 huruf a sampai dengan e
	:
	Cukup jelas

	Pasal 3
	:
	Cukup jelas

	Pasal 4 ayat (1)

             Ayat (2)
	:

:
	Perlengkapan TPI adalah:

a. Air Bersih;

b. Timbangan besar-kecil;

c. Megaphone (pengeras suara);

d. Almari;

e. Meja tulis;

f. Kursi;

g. Peralatan administrasi;

h. Lin-lain kebutuhan sesuai dengan perkem-bangan kebutuhan

Saran dari Dinas Teknis disini antara lain adalah Dinas Peternakan, Kelautan Dan Perikanan, BAPPEDA, Dan Badan Keungan Daerah

	Pasal 5 ayat (1)
            ayat (2)

            ayat (3)
	:
:

:
	Cukup jelas
Apabila di TPI belum ada Koperasi, maka penyelenggaraan lelang diserahkan kepada Organisasi Nelayan yang sudah ada sampai dengan terbentuknya koperasi nelayan

Cukup jelas

	Pasal 6 ayat (1) sampai dengan

            ayat (3) 
	:
	Cukup jelas

	Pasal  7
	:
	Cukup jelas

	Pasal  8 ayat (1) sampai dengan

             ayat (4) 
	:
	Cukup jelas

	Pasal 9
	:
	Cukup jelas

	Pasal 10
	:
	Cukup jelas

	Pasal 11 ayat (1) sampai dengan

              ayat (3)
	:
	Cukup jelas

	Pasal 12
	:
	Cukup jelas

	Pasal 13
	:
	Cukup jelas

	Pasal 14
	:
	Cukup jelas

	Pasal 15
	:
	Cukup jelas
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